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TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEIA/AN

PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

2.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIWONOSOBO

bahwa dalam hal Penrerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
jabatan dan perlengkapannya atau rumah dinas bagiAnggota Pimpinan

Oan Anggota Opnb, Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan

perumahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, maka perlu mengatur besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan

dan Anggor.r DPRD Kabupaten Wonosobo dengan_ menetapkan

Peraturin-Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo'

Undang -- Unoang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan
Daerah- - daerah kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan
peratuian perunding-undangan (Lembaran Negara Republik lrrdonesia

Tahun 2OO4 Nclnroi 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4389);
Undang - Unilang Nomor 32 Tahun ?-004 tentang Pemerintahan

DaerailqLembaran Nlegara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 125,

Tambahan Lembaran' Negara Republik lndonesia Nomor 4437

sebagaimana telah diubah'beberapa kali terakhir.dengan Undang -
Unda'ng i\omor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua .Atas

UnOan!..Jndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembitan Negara Rept:blik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,

iambahan Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844\;

Undang -. Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan

Keuanfran Antari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

iambnhan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438 );

Undar.:g-undang Nomoi 27 Tahun 2009 tentang Maielis
permrrlyawaraian Rakyat, Dewan Penrakilan Rakyat, Dewan

Perwa,kiian Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Nergrrra Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 123) i

PerIt'tran Femerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Penrakilan Rakyat Daerah

(Lemfoaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Leribaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4416\

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemilrintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas

b.

3.

4.

5.

6.



erintaf *ha', ,o Tahun zOfE tentang KeduclukanPeraturan pem(
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penarakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4712);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2AO7

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah BuPatiWonosobo.
3. DeWan Perwakilan Rakyat Daerah yang selaniutnya disebut DPRD adalah Dewan

Penankilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah

rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

S. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulannya

XepiOa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo sebagai uang pengganti

rumah jabatan dan perlengXapannya atau rumah dinas yang bersumber dari APBD
Kabupaten Wonosobo.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo mendapatkan tunjangan
perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai
kompensasi rumah jabatan dan perlengkapannya atau rumah dinas.

Pasal 3
Pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan

rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

BAB III
KRITERIA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 4

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pimpinan

dan-Anggota DPRD berdasad<an jabatan masing-masing Anggota DPRD.

BAB IV
PEISKSANMN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 5

Prosedur dan tata cara pembayaran tunjangan perurnahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
pembayaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan

setiap bulan sekali.

(1)

(2)
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BAB V
BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 6
(1) Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan

berdasarkan jabatan dalam kelembagaan DPRD.

(2) Besarnya tunjangan perumahan s"bagafm"n" dimaksud pada ayat (1)

berikut:
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.900.000,00 (empat juta sebilan ratus ribu

perbulan;
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. a.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

perbulan; dan
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan.

sebagai

rupiah)

rupiah)

BAB VI
PENGANGGARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 7
Tunjangan Perumahan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini,

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di
pada tanggal

Wonosobo
15 Janua,rri 2011

Diundangkan di Wonosobo
padatanggal 1f nlnnunri" 2C'11

SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN

H A KHOLIQ ARIF

ac11 NOMOR 4


